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a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik 

(good governance), pern.erintah yang bersih (clean. 

government), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan 

adanya Kode Erik; 
b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan Iungsi 

pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Grobogan diperlukan pegawai yang 
berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip 

pelaksanaan tugas kepemerintahan yang baik; 
c. bahwa untuk mernberikan pedoman dalarn pelaksanaan 

kode etik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan diperlukan 

regulasi sebagai payung hukum dalam mewujudkan 

pelayanan yang mencerrninkan pemerintahan yang baik 
(good governance), pemerintah yang beraih (clean I 
government), berdaya guna, dan berhasil guna 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana climaksud 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati. .tentang Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Dinas I 
Penariaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pinru 

Kabupaten Grobogan; 

BUPATT GROBOGAN, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

Menimbang 

KODE ETlK PELAYANAN Dl LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATl GROBOGAN 

NOMOR ,i TAHUN 2020 

BUPATI GROBOGAN 

PROVTNSL JAWA TENGAH 
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Lingkungan Propinsi .Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent.ang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nornor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nornor 42 Tahun 2004 tentang 

Pernbinaan .Jiwa Korps dan Kode Etik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1'ahun 2004 Nomor 142, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4450); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2015 tentang 

Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Grobogan (Serita Daerab Kabupaten Grobogan Tahun 2015 
Nomor 38); 

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 

Uraian Togas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Sacu Pintu Kabupaten 

Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 
Nomor 64); 

dalam Kabupaten Daerah-Daerah Pembentukan 
l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang mengingal 
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SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 9f 

Pasal 3 

Mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran Kode 
Etik Pelayanan di lingkungan di lingkungan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, 
tercanturn dalarn Lampiran n yang merupa.kan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

Pasal4 
Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnernpatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Pasal 2 

Kade Etik pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

Setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatcn Grobogan wajib 
mematuhi Kode Etik Pelayanan selain kode etik sebagairnana 
tercantum dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 
2015 tentang Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Grobogan. 

Pasal l 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PELAYANAN DJ 
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAl'l 
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN. 

Menetapkan 
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A. PENGERTJAN 

l. Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan yang selanjutnya 

disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma 
perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu Kabupaten Grobogan 

baik dalam rangka pelaksanaan iugas dan fungsi maupun dalarn pergaulan 
hidup sehari-hari; 

2. Pegawai Dinas Perianaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piriru 

Kabupaten Grobogan adalah Aparatur Sipil Negara dan Supporting Staff 
3. Pelanggaran adalah Segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai 

di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu 
Kabupaten Grobogan yang tidak menaati kode etik, baik yang dilakukan di 
dalam rnaupun di luar jam kerja; 

4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Penanaman Modal clan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan atau pejabat lain yang 

clitunjuk dalarn rangka memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik 
dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan; 

5. Stakeholder Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan adalah para pihak 

(intern dan ekstem) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun 

kelompok yang mcmpunyai kepentingan dengan produk dan/ atau layanan 

yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Grobogan. 

KODE ETIK PELAYANAN 

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU KABUPATEN GROBOGAN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR TAHUN 2020 
TENT ANG 
KODE ETIK PELAYANAN DI 
LINGKUNGAN DlNAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PfNTU KABUPA1'EN GROBOGAN 
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D. KODE ETll{ PELA YANAN 

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalarn maupun di luar 
lingkungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu 
Kabupaten Grobogan, harus berpedoman pada etika Pegawai di Lingkungan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabu.paten 
Grobogan dan peraturan perundang-undangan yang terkair dengan kode etik 
lainnya. Etika tersebut diantaranya : 
1. Etika Dalam Bernegara, meliputi : 

a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
b. mengangkat harkat dan rnartabat bangsa dan negara; 

c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kcsatuan 
Republik Indonesia; 

d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 
melaksanaka.n rugas; 

e. akuntabcl dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pernerintahan 
yang bersih dan berwibawa; 

f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat wak:tu dalarn 

melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah; 

C. TUJUAN PENETAPAN KODE ETIK 

Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, yairu : 

1. Terwujudnya budaya kerja para pcgawai dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya dalam memberikan pelayanan; 

2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar 

pribadi baik di dalam maupun di Iuar Lingkungan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan; 

3. Terwujudnya pelayanan prima atas Pelayanan Publik Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan. 

8. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud ditetapkan Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan adalah 
tersedianya aturan untuk rnengawasi dan mcngevaluasi perilaku pegawai 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong peningkatan 

kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar 

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Grobogan. 
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4. Etika Terhadap Diri Sendiri, meliputi: 

a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan inforrnasi yang tidak benar; 
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; 

c. menghindari konflik: kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; 

d. berinisiatif untuk rneningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, 
keterarnpilan, dan sikap; 

e. merniliki daya juang yang tinggi; 

f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; 

g. menjaga keutuhan clan keharmonisan keluarga; dan 
h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. 

3. Etika Dalam Bermasyarakat, meliputi : 

a. mewujudkan pola bidup sederhana: 

b. mcmberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa 
pamrih clan tanpa 'uneur pemaksaan; 

c. memberikan pelayanan secara cepat, repat, rerbuka, dan adil serta 
tidak diskriminarif: 

d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan 

e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 
melaksanakan tugas, 

2. Etika Dalam Berorganisasi, meliputi : 

a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; 
b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; 

c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang; 

d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; 

e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang 
tcrkait dalam rangka pencapaian tujuan; 

f. memiliki kompetensi dalarn pelaksanaan tugas; 
g. patuh dan taat terhadap standar operasional clan taia kerja; 

h. mengernbangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka 
peningkatan kinerja organisasi, dan 

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. 

g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara 
efisien dan efekti f; dan 

h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. 
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E. LARA.NGAN 

Setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Grobogan, dilarang: 
1. melakukan penyimpangan prosedur dan/ a tau menerima hadiah atau 

imbalan dalarn bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut 
diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan 
denganjabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan; 

2. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalarn 
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak 
lain; 

3. meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung 
atas pelayanan yang diberikan; 

4. melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan 
gratifikasi; 

5. membocorkan dan atau memanfaa.tkan rahasia negara yang diketahui 
karena kedudukan jabatan untuk. kepentingan pribadi, golongan atau 
pihak lain; 

6. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perteruangan kepentingan 
(conflict of interest) dan menghalangi berjalannya rugas kedinasan; 

?. mernbuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan 
segala bentuk narkotika dan atau minurnan keras dan atau obat-obatan 
psikotropika dan atau barang terlarang lainnya; 

8. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat 
pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan, berjudi, dan melakukan 
tindakan tercela lainnya; dan 

5. Etika Terhadap Sesama Pegawai, meliputi: 

a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk 
agama/kepercayaan yang berlainan; 

b. memelihara rasa persatuan clan kesatuan sesama Pegawai; 
c. saling rnenghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun 

horizontal dalarn suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; 
d. menghargai perbedaan pendapat; 
e. menjunjung linggi harkat dan martabat Pegawai; 
f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan 
g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang 

menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam 
memperjuangkan hak-haknya. 
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G. Penggunaan Seragam Layanan 

Seragarn yang digunakan oleh pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal 
clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan diatur sebagai 
berikut: 
1. Hari Senin Seragam Layanan Bi.TU; 
2. Hari Selasa Seragam Layanan Merah; 
3. Hari Rabu Seragam Hitam Putih; 
4. Hari Kamis Batik Grobogan; 
5. Hari Jumat Batik/Lurik Nasional/ Pakaian Olahraga; 
6. PIN Dipakai semua perugas pernberi layanan langsung setiap jam kerja 

layanan. 

F. SANKSI 

1. Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Grobogan yang melakukan pelanggaran kode etik 
dikenai dengan sanksi. moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan 
oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan usu! penjacuhan hukuman 
disiplin. 

2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka. 
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada 

pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural 
Eselon IV. 

4. Selain diberikan sanksi moral, pegawai clapat dikenakan sanksi tindakan 
adrninistratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

5. Tindakan administratif berupa : 
a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat ringan; 
b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang; 
c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat 

9. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas 
dendam maupun diluar lingkungan kerjanya. 
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